
INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH



D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)

MAL 
PELAYANAN 

PUBLIK

Dasar Hukum PenyelenggaraanMPP Bale Madukara:

1. KepmenpanRB No.42 Tahun2020 TentangPenetapanLokasi Penyelenggaraan
Mal PelayananPublik Tahun2020

2. PerbupNo. 176 Tahun2020 TentangPenyelenggaraanMal PelayananPublik 
Bale Madukara

1. Terdiridari36 Tenanyang disioleh Dinas PerangkatDaerah Kabupaten, 
Provinsi, InstansiVertikal, BUMD dan BUMN

2. JumlahTotal layanan567 Layanan

3. PenerapanMesinAntriandan AplikasiAntrianBerbasisAndroid

4. PengembanganMPP DigitalJumlah Pengunjung
MPP

Tahun 2022 : 94.495

Tahun 2023 : 112.952

Tahun 2024 : 44.497

Dilaksanakan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
9 Unsur yang diaksanakan secara konsisten selama tahun berjalan

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Dengan Jenis Pelayanannya
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan
5. Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam 

Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang Diberikan
6. Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan.
7. Pelayanan Terkait Kesopanan Dan Keramahan.
8. Kualitas Sarana Dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Rata – Rata Harian

Jumlah Pelayanan

506 



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)



D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelesaian Proses Pelayanan sesuai dari waktu yang 
telah ditetapkan

1. Kecepatan (Jangka Waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Seluruh

Proses Pelayanan Publik/Waktu Pelayanan);

Waktu Proses Pemdampingan Pembuatan
NIB ± 15 Menit

Rata – rata waktu proses perizinan 5 hari
(Aplikasi Gaspol)

Waktu Proses Pelayanan Pembayaran PKB 

Samsat Jabar ± 15 Menit

Waktu Proses Perekaman KTP Elektronik ± 15 Menit

Pencetakan KTP Elektronik 2 Hari Kerja

Waktu Layanan Kartu Keluarga 2 Hari Kerja

KIA 2 Hari Kerja



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

Ketersediaan Mal 
Pelayanan Publik dan 

Gerai Pelayanan Publik 
(Teras Madukara) di 

5 Kecamatan

Terkait permohonan perizinan
berusaha sudah tidak ada

dokumen secara fisik yang 
wajib diserahkan pelaku usaha

(paperless)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan 

publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima layanan/prosedur);

Adanya kegiatan
terjadwal pelayanan

publik di tempat

Kemudahan

Implementasi OSS RBA , 
SiCantik, dan Aplikasi

Gaspol



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN 



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP 



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP 

Penetapan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara 
Elektronik Pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Purwakarta Sebanyak
429 SOP melalui Keputusan Bupati 
Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-
DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 
2022 dan Perubahan SOP Nomor 
555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 
tanggal 18 September 2023.



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI 
HUNIAN 
DENGAN 

KOMPLEKSITAS 
SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI 
HUNIAN 
DENGAN 

KOMPLEKSITAS 
SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
KEPENTINGAN

UMUM



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

SOP PBG
KEPENTINGAN

UMUM

2. Kemudahan (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
KEPENTINGAN UMUM



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP  PERSETUJUAN LINGKUNGAN



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

APOTEK



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN APOTEK



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

PRAKTIK
DOKTER



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

PENDIRIAN 
SATUAN 

PENDIDIKAN 
DASAR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT

(September 2023 – Juni 2024)

DATA OSS
DATA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

JUMLAH NIB (RISIKO RENDAH)                  : 12.646
JUMLAH SERTIFIKAT STANDAR 
TANPA VERIFIKASI (MENENGAH RENDAH)  :   1.369
DENGAN VERIFIKASI (MENENGAH TINGGI) :   1.488

JUMLAH IZIN  (RISIKO TINGGI) :       548

JUMLAH TOTAL PERIZINAN BERUSAHA : 16.051

Sumber : www.oss.go.id



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT

(September 2023 – Juni 2024)

194 

2.097 

271 

JUMLAH PENETAPAN PERIZINAN BERDASARKAN 
SISTEM INFORMASI 

SICANTIK CLOUD GASPOL (IZIN KESEHATAN) SIMBG (PBG)

SICANTIK CLOUD 194          

GASPOL (IZIN KESEHATAN) 2.097       

SIMBG (PBG) 271          

JUMLAH 2.562       



Informasi Biaya

sesuai Standar
Pelayanan

Transparansi Biaya Tercantum

Pada Produk Layanan Perizinan

Informasi Biaya pada media 

offline dan Online
Pemberitahuan Biaya Retribusi

lewat WA dan Pembayaran

retribusi secara Nontunai

43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

3. Transparansi

Adanya Informasi yang tercantum secara umum terkait 
Biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan publik 

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

4. Kualitas

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan regulasi/produk, 

spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana
serta Sarana dan Prasarana MPP

Kontrolnya adalah Hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat yang dilaksanakan secara 

konsisten pertahunnya.

Triwulan I 2024

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pelaksana sudah diberikan kompetensi pelayanan prima dan 

sertifikasi PTSP

Hasil Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kemenpan RB 
memperoleh Predikat “Sangat Baik”



Mesin Antrian Aplikasi Madukara

Aplikasi Antrian Madukara Berbasis Android

SISTEM APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN

Website

Sosial Media

http://mpp.purwakartakab.go.id/

https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/

@mppmadukara

@dpmptsp.purwakarta

+62 819-0989-8111 (Layanan Informasi)
+62 818-0989-8222 (Layanan Pengaduan)

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

SP4N LAPOR (Pengelola Diskominfo)

5. Digitalisasi (Tata Kelola dan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Elektronik/Teknologi Informasi)

https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta

https://oss.go.id

https://gaspol.purwakartakab.go.id

https://sicantik.go.id

https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta
https://oss.go.id/
https://gaspol.purwakartakab.go.id/
https://sicantik.go.id/
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SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A.Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat (Kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah)

7) Kemudahan Investasi

Penyediaan Data dan Informasi peluang investasi melalui
website investasi purwakarta.

https://investasi.purwakartakab.go.id/

Fasilitasi Rencana Kegiatan Berusaha PT. Tiarangkasa
dengan Pengelola 5 Kawasan Industri yang sudah
terdaftar di OSS

Fasilitasi Registrasi Kebun Petani Manggis yang  merupakan
proses sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan ekspor

Kemudahan informasi akses pasokan bahan baku buah
manggis dan fasilitasi promosi melalui Launching Export
Manggis bagi eksportir

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
melalui Job Fair 2024

Pemberian Bimbingan Teknis Pelaporan Penanaman Modal 
dan Perizinan Kepada Perusahaan  

https://investasi.purwakartakab.go.id/


SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Contoh : Promosi dan Kemudahan Perizinan Berusaha

A. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha

DIGITALISASI LAYANAN

GASPOL MPP DIGITAL

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

LAYANAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

BIMTEK KLINIK LKPM
PELAYANAN 
PERIZINAN 

KELILING

PROMOSI INVESTASI

WEB INVESTASI
ANUGERAH 
INVESTASI 

PURWAKARTA

IMPLEMENTASI 
OSS RBA RB - ZI Ombudsman MPP  dan 

GPP FISIK

Monitoring Tata Kelola Perizinan dan Promosi Investasi



Pendelegasian seluruh kewenangan
perizinan berusaha sesuai sektor

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPTSP sesuai
Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021

Jumlah Perizinan Berusaha : 342
Jumlah Perizinan Non Berusaha : 48

Total : 390



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.9/2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.12/2023 tentang Bangunan Gedung



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati No.145/2021 tentang RDTR Perkotaan Bungursari



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PTSP



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kemudahan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Katalog
Elektronik Lokal



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang  
Perkotaan Cibatu



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta telah menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha dan 

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pemberian Fasilitasi

Insentif dan Kemudahaan

Penanaman Modal

Ranperda Penyelenggaran Perizinan
Berusaha

Ranperda Pemberian Fasilitasi Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

Realiasi Investasi Triwulan I = 
Rp. 1.680.963.995.888,-

Pencapaian Target : 15% dari
target BKPM RI

11.200.000.000.000,00 

1.680.963.995.888,00 

-

2.000.000.000.000,00 

4.000.000.000.000,00 

6.000.000.000.000,00 

8.000.000.000.000,00 

10.000.000.000.000,00 

12.000.000.000.000,00 

Target BKPM RI Tahun 2024 Realisasi Investasi Triwulan I

Target dan Realisasi

DATA REALISASI INVESTASI TAHUN 2024



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

DATA REALISASI INVESTASI TAHUN 2023



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

• UPAYAYANGAKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

Mendorong Percepatan
Penyusunan Perda Fasilitasi

Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal dan Perkada

Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR) Digital Kawasan Cibatu

terintegrasi OSS

Pembentukan Tim 
Peningkatan Investasi

Daerah yang pentahelix
untuk percepatan

pelaksanaan kemudahan
berusaha dan realisasi

investasi

Meningkatkan Implementasi
OSS RBA dan aplikasi

pendukungnya, pelayanan
pendampingan dan Konsultasi
di MPP, Gerai Pelayanan Publik 

dan Perizinan Langsung di 
Tempat (mobile) 



INDIKATOR PRIORITAS PRESIDEN



PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN



PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

194 

1.952 

271 

JUMLAH PENETAPAN PERIZINAN BERDASARKAN SISTEM INFORMASI 

SICANTIK CLOUD GASPOL (IZIN KESEHATAN) SIMBG (PBG)

SICANTIK CLOUD 194          

GASPOL (IZIN KESEHATAN) 1.952       

SIMBG (PBG) 271          

JUMLAH 2.417       

JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN
SELAMA MENJABAT

(September 2023 – Juni 2024)







Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Triwulan I Tahun 2024

11.200.000.000.000,00 

1.680.963.995.888,00 

-

2.000.000.000.000,00 

4.000.000.000.000,00 

6.000.000.000.000,00 

8.000.000.000.000,00 

10.000.000.000.000,00 

12.000.000.000.000,00 

Target BKPM RI Tahun 
2024

Realisasi Investasi 
Triwulan I

Target dan Realisasi

39,40%

18,06%

6,95% 6,49% 6,15%

Transportasi, Gudang
dan Telekomunikasi

Konstruksi Industri Kendaraan
Bermotor dan Alat
Transportasi Lain

Perumahan, Kawasan
Industri dan
Perkantoran

Industri Makanan

Persentase Capaian Berdasarkan 5 Besar Sektor
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